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    Pengadaan barang dimulai sejak adanya pasar yang mana orang dapat 
membeli dan menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang 
di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli 
(Pengguna) dengan pihak penjual (Penyedia Barang). Apabila dalam Proses tawar-
menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, 
yaitu  pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak 
pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. 
               Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli, tentunya akan 
membutuhkan waktu lama bila harus dilakukan secara tawar menawar, biasanya 
pengguna akan membuat daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secara 
tertulis, selanjutnya diserahkan kepada penyedia barang agar mengajukan penawaran 
secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut merupakan asal-
usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis 
merupakan asal-usul dokumen penawaran. 
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                        Starting from the procurement market where people can buy and sell 
goods. Ways or methods used in the sale and purchase of goods in the market is by 
direct bargaining between the buyer (user) with the seller (Vendor Item). If the 
bargaining process had reached a deal price, then proceed with the transaction, which is 
the provider of the goods delivered the goods to the users and the users pay based on 
the agreed price to the supplier. 
The high number and type of items to be purchased, it will take a long time 
when it should be done haggling, usually the user will make a list of the number and 
type of items to be purchased in writing, will be transferred to manufacturers in order to 
bid in writing well. List of items arranged in writing such a document the origin of 
purchase, while the Bid is made in writing is the origin of the bidding documents. 
 











      Pengadaan Barang dan Jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian atau penjualan 
barang di pasar secara langsung (Tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka 
waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggung jawaban (Pembeli dan Penjual), 
dan pada akhirnya melalui pengadaan dan proses pelelangan. didalam prosesnya, pengadaan 
barang dan jasa melibatkan beberapa pihak terkait sehingga perlu ada etika, norma, dan 
prinsip pengadaan barang dan jasa, untuk dapat mengatur atau dijadikan dasar penetapan 
kebijakan pengadaan barang dan jasa.1 
       Pengadaan barang dimulai sejak adanya pasar yang mana orang dapat membeli dan 
menjual barang. Cara atau metode yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah 
dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli (Pengguna) dengan pihak 
penjual (Penyedia Barang). Apabila dalam Proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan 
harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu  pihak penyedia barang 
menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan 
harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. Proses tawar menawar dan proses 
transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian 
maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang. 
                 Banyaknya jumlah dan jenis barang yang akan dibeli, tentunya akan membutuhkan 
waktu lama bila harus dilakukan secara tawar menawar, biasanya pengguna akan membuat 
daftar jumlah dan jenis barang yang akan dibeli secara tertulis, selanjutnya diserahkan kepada 
penyedia barang agar mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun 
secara tertulis tersebut merupakan asal-usul dokumen pembelian, sedangkan penawaran harga 
yang dibuat secara tertulis merupakan asal-usul dokumen penawaran. 
 
     Pengadaan Barang dan Jasa atau dalam istilah asing disebut sebagai Procurement, 
istilah ini muncul karena adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari pensil, 
seprei, aspirin untuk kebutuhan Rumah Sakit, Bahan Bakar Kendaraan Milik Pemerintah, 
Peremajaan Mobil dan Armada truk, Peralatan Sekolah dan Rumah Sakit, Perlengkapan 
Perang untuk Militer, Perangkat ringan atau berat untuk perumahan, Pembangunan, Untuk 
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jasa konsultasi serta kebutuhan Lainnya.  Seperti : Pembangunan Stasiun Pembangkit listrik 
atau Jalan Tol hingga menyewa jasa Konsultan bidang Teknik, Keuangan, Hukum atau 
Fungsi Konsultan Lainnya. 
       Praktik pengadaan barang dan jasa di Indonesia semakin berkembang pesat 
seiring dengan kebutuhan berbagai barang dan jasa serta spesifikasi barang dan jasa yang 
dibutuhkan baik untuk kebutuhan di Lingkungan Pemerintah, Kepolisian, Pengadilan, 
sampai militer, serta BUMN, dan BUMD. untuk meningkatkan sarana dan prasarana 
aparatur Mahkamah Agung, maka pada tahun 2011, Pengadilan Negeri Mojokerto, 
melaksanakan pengadaan barang berupa kendaraan roda empat. Di dalam proses pengadaan 
barang berupa kendaraan roda empat, Pengadilan Negeri Mojokerto, tidak melaksanakan 
pengadaan barang, yang kurang sesuai dengan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 pasal 
1 ayat 25 yang berbunyi “Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang 
atau jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah)”. Sehingga peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri 
Mojokerto, tentang pengadaan barang berupa kendaraan roda empat. lembaga atau instansi 
yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pengadaan barang dan 
jasa pemerintah yaitu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah sebagai 
lembaga intern dan lembaga ekstern adalah Badan Pemeriksa Keuangan kurang begitu aktif 
dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, sehingga banyak kejadian 
penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terkesan ditutupi oleh oknum-
oknum atau pihak-pihak yang mempunyai kepentingan besar.  Dari hasil pra survey yang 
telah dilakukan oleh peniliti, diperoleh data dan informasi yaitu tentang pengadaan barang  
kendaraan roda empat yang tidak sesuai dengan spesifikasi (rincian dan jumlah harga 
pekerjaan) dan pelaksanaan pengadaan barang kendaraan roda empat yang tidak memakai 
proses lelang, melainkan penunjukan langsung. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan pengadaan barang kendaraan roda empat  di 
Pengadilan Negeri Mojokerto ? 
2. Apa tindakan yang dilakukan oleh pengawas, jika barang yang diadakan tidak 
sesuai dengan ketentuan barang yang dibeli ? 
C.METODE 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris sedangkan pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini 
dimanfaatkan untuk menganalisa dan memberikan jawaban untuk mengefektifkan bekerjanya 
seluruh struktur institusional hukum.2 
Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang aspek hukum 
yang telah diatur Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-
Undang No 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan 
Presiden Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan jasa. Sedangkan pendekatan sosiologis dilakukan dengan melihat 
langsung data dan fakta dilapangan tentang pelaksanaan pengawasan dalam pengadaan 
barang  kendaraan roda empat di Pengadilan Negeri Mojokerto. 
Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang didapat dengan cara 




Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Barang Kendaraan Roda Empat di Pengadilan 
Negeri Mojokerto 
Hukum kontrak merupakan bagian hukum privat. Hukum ini memusatkan perhatian 
pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (Self imposed obligation). Dipandang 
sebagai hukum privat karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan 
dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak. 
                                                          
2 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 73 
 
    Kontrak dalam bentuk yang paling klasik, dipandang sebagai ekspresi kebebasan 
manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Paradigma baru hukum kontrak timbul 
dari dua dalil dibawah ini3: 
a. Setiap Perjanjian kontraktual yang diadakan adalah sah (geeorloofd); dan 
b. Setiap perjanjian kontraktual yang diadakan secara bebas adalah adil dan memerlukan 
sanksi undang-undang. 
       Berangkat dari pemahaman bahwa kontrak adalah sebuah proses yang terdiri dari 
tahap pembentukan dan pelaksanaan, maka dapat disimpulkan bahwasannya keberadaan E-
Procurement hanya sebatas pada tahapan prakontraktual atau tahap pembentukan. Salah satu 
bentuk konsensualisme suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan atau kontrak adalah 
adanya pembubuhan tanda tangan dari pihak yang terlibat dalam perjanjian. Tanda tangan 
mana selain berfungsi sebagai wujud kesepakatan atau persetujuan atas tempat dan waktu 
serta isi perjanjian, juga berhubungan dengan, kesengajaan para pihak untuk membuat 
kontrak sebagai bukti atas suatu peristiwa. 
    Sebagaimana telah diatur dalam pasal 50 dan pasal 60 ayat 1 huruf I, Peraturan 
Presiden No 54 tahun 2010, pengadaan barang oleh pemerintah harus dituangkan dalam 
bentuk kontrak tertulis dan para pihak menandatangani kontrak selambatnya 14 hari kerja 
terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ( 
SKPPBJ ), dan setelah penyedia barang menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5 % 
dari nilai kontrak kepada pengguna barang atau pemerintah. 
Pada dasarnya isi kontrak merupakan bagian penting yang merupakan pokok dari suatu 
kontrak atau perjanjian itu sendiri. Pada bagian isi para pihak mencantumkan segala hal atau 
pokok-pokok yang dianggap perlu dan merupakan kehendak para pihak sebagai pernyataan 
tertulis yang sah. Hal ini diharapkan dapat mencakup dan mengandung semua isi perjanjian 
yang harus dipenuhi para pihak dan memuat secara mendetail mengenai objek perjanjian, 
hak, dan kewajiban serta uraian secara lengkap. 
Kontrak pengadaan barang dan jasa sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai 
berikut4: 
1. Para pihak yang menandatangani kontrak meliputi nama, jabatan, dan alamat; 
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2. Pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan 
jumlah barang yang diperjanjikan; 
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat didalam perjanjian; 
4. Nilai atau harga kontrak pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran; 
5. Persyaratan serta spesifikasi teknis yang jelas dan terperinci; 
6. Tempat dan jangka waktu penyelesaian atau penyerahan dengan disertai jadwal waktu 
penyelesaian atau penyerahan yang pasti serta syarat-syarat penyerahannya; 
7. Jaminan teknis atau hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan atau ketentuan mengenai 
kelayakan; 
8. Ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi 
kewajibannya; 
9. Ketentuan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak; 
10. Ketentuan mengenai keadaan memaksa; 
11. Ketentuan mengeanai kewajiban para pihak dalam hal terjadi kegagalan dalam 
pelaksanaan pekerjaaan; 
12. Ketentuan mengenai perlindungan tenaga kerja; 
13. Ketentuan mengenai bentuk dan tanggung jawab gangguan lingkungan; 
14. Ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan. 
      Sesuai asas kebebasan berkontrak, para pihak ( yakni pelaksana kegiatan selaku 
pengguna barang yang ditugaskan dalam Surat Keputusan Pelaksanaan Barang dan Jasa dan 
pemenang lelang selaku penyedia barang ), berhak menentukan isi perjanjian dalam kontrak 
pengadaan barang asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan asas 
kesusilaan. Kedua pihak dalam kontrak E-Procurement masing-masing dihadapkan pada hak 
dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari suatu kontrak yang sah. Hal 
mana jika ada salah satu pihak yang mangkir atau wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak 
maka akan ada konsekuensi secara hukum, yang diselesaikan sesuai kesepakatan ( non 
litigasi atau litigasi ). 
         Pada prinsipnya pemilihan penyedia barang dan jasa harus dilakukan dengan cara 
swakelola, penunjukan langsung dan pelelangan. Khususnya dalam hal pelelangan agar 
tercapai persaingan yang kompetitif dan akhirnya diperoleh penawaran yang efesien, dengan 
tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yaitu transparan, adil, dan 
persaingan yang sehat. Hanya dalam keadaan tertentu atau terpaksa dilakukan dengan cara 
penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Kriteria penunjukan langsung berdasarkan 
Perpres No 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut : 
a. Pekerjaan nilai kecil paling tinggi Rp 100 juta. Apabila diperlukan mekanisme proses 
pengadaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpro atau pejabat tertinggi di Instansi 
atau daerah yang bersangkutan; 
b. Satu kali lelang ulang gagal dan hanya satu peserta yang memenuhi syarat. 
Jika pekerjaan mendesak atau khusus untuk jasa kontruksi dilakukan dengan  
persetujuan Menteri atau Gubernur atau Bupati/walikota. Yang dimaksud mendesak adalah 
penanganan darurat terkait dengan keselamatan masyarakat yang pelaksanaannya tidak dapat 
ditunda, dan perlu diperhatikan / diyakini benar dalam menetapkan kriteria yang dimaksud 
dengan penanganan darurat dan keselamatan kerja masyarakta. Sedangkan khusus adalah 
pekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan teknologi khusus dan hanya satu 
pengusaha yang dapat melaksanakan. 
Kriteria Pemilihan Langsung berdasarkan Pasal 37 Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah 
Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau 
b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Kontruksi. 
Terkait dengan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dalam pelelangan, maka 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
Usaha Tidak Sehat, maka apabila terbukti secara dokumentasi terjadi pengaturan 
pelelangan/persaingan usaha tidak sehat dapat dikenakan pidana Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 Pasal 48 Ayat (2) dikenakan denda 5-25 miliar rupiah dan/ atau kurungan 
pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Berdasarkan Undang-undang tersebut telah 
dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KKPU) yang tugasnya antara lain melakukan 






Implementasi Pengawasan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa 
Untuk mendukung prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai ketentuan, 
maka dalam proses pengadaan barang dan jasa beberapa pihak akan terlibat dalam fungsi 
pengawasan sebagai berikut5 : 
a. Pimpinan dari instansi pemerintah yang bersangkutan 
Pimpinan tertinggi dari instansi pemerintah terdiri dari Menteri/pimpinan Lembaga 
gubernur/Bupati/Walikota, dan lain-lain. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh 
kelompok ini bersifat pengawasan preventif dan represif, dengan cara antara lain : 
1. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 
2. Menciptakan sistem pengendalian manajemen dalam rangka pengadaan barang dan 
jasa; 
3. Menciptakan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; 
4. Mewajibkan kepada pengguna barang atau jasa dan panitia pejabat pengadaan untuk 
mendokumentasikan setiap proses pengadaan barang dan jasa, serta menyimpannya 
sebagai alat pertanggung jawaban. 
b. Pengguna Barang dan Jasa 
Sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap pengadaan barang dan jasa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka kontribusi 
pengawasan yang dapat dilakukan oleh pengguna barang dan jasa dapat berupa pengawasan 
preventif dan alat pengawasan.sebagaimana diatur dalam Perpres No 54 tahun 2010, maka 
pengguna barang dan jasa melakukan pengawasan antara lain : 
1. Membuat struktur organisasi yang memisahkan fungsi-fungsi otorisasi, 
pelaksanaan dan pengendalian, dengan uraian tugas yang jelas; 
2. Menyusun rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus 
dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, serta sasaran yang harus dicapai; 
3. Menyusun prosedur pelaksanaan kegiatan secara tertulis agar bisa dimengerti 
dan dilaksanakan, terutama yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa; 
4. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan atas hasil kegiatan pengadaan barang 
dan jasa; 
5. Menyimpan dan memelihara catatan, laporan serta dokumen lain yang 
berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa; 
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6. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan yang 
sudah dan sedang dilaksanakan penyedia barang dan jasa, bila diperlukan 
dapat memerintahkan pihak ketiga untuk melakukannya, seperti kantor 
konsultan, kantor akuntan atau BPKP 
c. Masyarakat 
Masyarakat sebagai muara terakhir atas seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan 
jasa, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah yang berhubungan dengan 
pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan dari masyarakat secara langsung diatur dalam 
Perpres No 54 tahun 2010, bahwa masyarakat dapat menyampaikan informasi atau 
pengaduan mengenai proses dan pelaksanaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan 
ketentuannya antara lain : 
 
1. Adanya panitia atau pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya; 
2. Adanya pelaksanaan pelelangan yang menyimpang dari ketentuan yang telah 
ditetapkan; 
3. Terjadinya praktik KKN; 
4. Adanya rekayasa pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan menjadi tidak 
adil, tidak sehat, dan tidak transparan. 
Oleh kareana itu, tindak lanjut pengaduan masyarakat harus dimanfaatkan untuk6: 
1. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib dan proporsional; 
2. Membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profosional, dan bertanggung 
jawab; 
3. Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat; 




Dari hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data maka dapat ditarik sebuah 
kesimpulan untuk menjawab secara singkat rumusan masalah yang ada. Adapun 
kesimpulannya sebagai berikut : 
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1. Mengetahui adanya penyimpangan dalam pengadaan barang yaitu berupa pengadaan 
barang kendaraan roda empat yang terjadi di Pengadilan Negeri Mojokerto. 
pengadaan barang yang terjadi selama ini, terdapat banyak masalah, salah satunya 
proses pengadaan Barang yang tanpa melalui proses lelang melainkan penunjukan 
secara langsung, padahal pada pasal 37 Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 
menjalskan kriterianya adalah Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai 
paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan : 
a.Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang atau jasa lainnya 
b.Pemilihan Langsung untuk pekerjaan kontruksi 
apabila melanggar pasal 37 Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, maka akan 
dikenakan sanksi pidana yaitu Undang-Undang No 5 tahun 1999 Pasal 48 ayat 2 yang 
berbunyi sebagai berikut : 
“akan dikenakan denda sebesar 5- 25 Miliar rupiah atau kurungan pengganti denda 
selama-lamanya 5 bulan”. 
2. Mempelajari atau menguasai seluk beluk Patologi atau penyakit KKN yang melanda 
kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang pertama-tama harus 
mengetahui terlebih dahulu urutan dan pengertian dari keseluruhan proses atau 
segmentaasi dari kegiatan pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah 
diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah. 
b. Saran 
Sesuai dengan ketentuan peraturan presiden No 54 Tahun 2011, mengenai Pengadaan 
Barang dan Jasa, maka terdapat saran yang ditawarkan antara lain : 
1. Melakukan Sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada 
semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di Lingkungan instansinya 
yang terkait, agar Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar. 
2. Mengendalikan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa agar sesuai dengan 
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